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ABSTRAK 
Penegakan hukum terhadap penebangan liar (illegal logging) masih mengacu kepada ketentuan pidana 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Jo Pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 
44 KUHAP, benda sitaan harus disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan tanggung 
jawab atas barang sitaan yang disimpan di Rupbasan berada pada Kepala RUPBASAN. Melakukan pemeliharaan benda 
sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah 
kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Adapun permasalahan yang di bahas 
dalam skripsi ini yaitu pertama, Bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana illegal logging di 
RUPBASAN Kelas II Rengat. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan 
tindak pidana illegal logging di RUPBASAN Kelas II Rengat dan bagaimana upaya mengatasinya. Penulis menggunakan 
metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum 
yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan. Penulis melakukan penelitian 
di Rupbasan Kelas II Rengat dengan mewawancarai bapak Desrianto ,SH selaku kepala Rupbasan Kelas II Rengat. Dari 
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana Illegal logging telah 
sesuai dengan aturan yang ada yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 
Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara 
di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam pelaksanaanya, pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Kelas II 
Rengat masih menemui banyak kendala seperti tidak tegasnya aturan hukum yang mengatur pengelolaan barang bukti, 
ketidak seriusan lembaga penegak hukum lain untuk menitipkan barang bukti di Rupbasan, kurangnya sarana dan 
prasarana,dan minimnya tenaga ahli yang sangat di perlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rupbasan. Oleh 
karena itu diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mendukung jalannya tugas dan fungsi Rupbasan sebagai salah 
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A. Latar Belakang 
Praktek pembalakan liar atau yang lebih di kenal dengan istilah asing 
Illegal logging merupakan problematika kehutanan nasional. Praktek illegal 
logging telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik secara 
ekologi,ekonomi, dan sosial1 . Kegiatan pencurian kayu termasuk ke dalam 
kategori “organized crime” karena melibatkan banyak pelaku yang terorganisir 
dalam suatu jaringan yang sangat solid dengan kendali yang kuat, mulai dari 
buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual maupun pembeli kayu 
yang seringkali kegiatannya di lapangan di “lindungi” oleh oknum aparat 
penegak hukum serta instansi terkait lainnya2. 
Data terakhir meyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah 
mencapai luasan sekitar 101,73 juta hektar dimana 59,62 juta hektar berada di 
dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan 
dengan laju defortasi mencapai 2,8 juta hektar per tahun 3 . Berdasarkan 
perhitungan yang di lansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data, bahwa 78% 
kayu yang beredar dari hutan Indonesia berasal dari praktek illegal logging 
dengan laju penyusutan hutan telah mendekati 3,6 juta hektar pertahun, yang 
                                                          
1  Rahmi Hidayati D, Pemberantasan Illegal logging dan penyelundupan kayu:menuju 
kelestarian hutan dan peningkatan kerja sektor kehutanan,Banten:2006, hal 1 
2 Ibid. hal 19. 
3 Data Badan Planologi, Departemen Kehutanan (2004) . 
menurut PBB merupakan ¼ penyusutan hutan alam global dengan laju 
penyusutan tertinggi di dunia4. 
Penebangan liar (illegal logging) adalah salah satu bentuk kejahatan 
dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara khusus dalam suatu ketentuan 
undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (illegal 
logging) masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 50 Jo Pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 
Kehutanan). Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan 
menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP). 
Salah satu tugas dan wewenang penyidik dalam hal penyidikan ialah 
melakukan upaya paksa penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama 
ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan5. Oleh karena itu, agar 
perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan. 
Penyitaan diatur dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-
undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Pasal 1 
butir 16 KUHAP menyatakan:  
                                                          
4 Greenpeace (2003) Partners in Crime: A Greenpeace investigation of the links between 
the UK and Indonesia’s timber barons. Di akses tanggal 20 April 2012. 
5 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan dan penyidikan), 
Sinar Grafika,Jakarta,2009, hal.80 
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.  
 
Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan 
(Pasal 1 butir 4 PP. No. 27 Tahun 1983). Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka 
benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 
(RUPBASAN). Dalam RUPBASAN, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Benda 
tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Maksud dan tujuan 
disimpannya benda sitaan ditempat Rupbasan, tercantum dan Pasal 27 Ayat (3) PP 
No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan. 
Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang 
rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan 
mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara 
dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak 
rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai 
dengan pengeluarannya6. 
Tanggung jawab atas barang sitaan yang disimpan di RUPBASAN 
berada pada kepala RUPBASAN . Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga 
keutuhan nilai ekonomis barang sitaan tersebut, baik jenis, macam, kadar, 
                                                          
6 Makalah sie infokom bina bangsa dan hukum,Pengelolaan barang sitaan,temuan, dan 
rampasan,di akses tanggal 1 oktober 2012 
kualitas dan kuantitasnya apabila di lakukan proses pelelangan benda sitaan 
yang dapat membantu mengurangi kerugian negara terhadap praktek illegal 
logging 7 . Namun pada kenyataannya kondisi tersebut masih sulit tercapai, 
karena masih seringnya terjadi perlakuan buruk terhadap barang sitaan baik dari 
segi penyimpanan maupun penjagaan. Hal ini disebabkan oleh cara 
penyimpanan pemeliharaan dan penjagaannya yang kurang bertanggung jawab, 
juga disebabkan faktor tempat penyimpanannya yang tidak memadai serta 
masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap pengelolaan  barang sitaan 
hasil tindak pidana illegal logging. Pada prakteknya, pengelolaan benda sitaan 
di RUPBASAN belum terlaksana secara optimal. Dari hasil observasi lapangan, 
terlihat dalam hal penempatan barang bukti hasil sitaan yang seharusnya 
ditempatkan di RUPBASAN , tetapi penyidik di Polres Indragiri Hulu maupun 
pihak Kejaksaan Negeri Rengat tidak memfungsikan RUPBASAN 
sebagaimana mestinya. 
Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas penulis termotivasi untuk 
mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam masalah ini di dalam penelitian 
berjudul : PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK 




B. Rumusan Masalah 
                                                          
7 Rahmi Hudayati, Op.Cit., hal 84  
Berdasarkan uraian judul dan latar belakang proposal penelitian ini, 
penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana illegal 
logging di RUPBASAN Kelas II Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan pengelolaan benda 
sitaan tindak pidana illegal logging di RUPBASAN Kelas II Rengat dan 
bagaimana upaya mengatasinya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis 
kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak 
pidana illegal logging di RUPBASAN Kelas II Rengat. 
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di temui dan upaya menghadapi 
kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana illegal 
logging di RUPBASAN Kelas II Rengat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan 
manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan berpikir 
terutama mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan tindak pidana 
illegal logging di RUPBASAN Kelas II Rengat. 
b. Untuk dapat membandingkan antara pengetahuan teoritis yang didapat 
dari proses perkuliahan dengan aplikasi atau penerapan nyata di 
lapangan. 
c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah 
yang dituangkan dalam bentuk sebuah karya ilmiah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan kajian kepada aparat 
penegak hukum tentang pengelolaan benda sitaan tindak pidana illegal 
logging di RUPBASAN . 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah kepada 
masyarakat tentang pengelolaan benda sitaan tindak pidana illegal 
logging. 
 
 
 
 
